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ABSTRAK
Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa di Tingkat desa . pemerintah desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa juga merupakan bagian terpenting dalam penyediaan pelayanan bagi Masyarakat yang diselenggarakan oleh aparatur desa sebagai elemen terpenting dalam roda pemerintahan desa. Sedangkan penyelenggaraan pemerintah desa di dukung oleh kinerja perangkat desa yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat terlaksana secara maksimal. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Kantor Desa Biyuku di selenggarakan oleh Kepala Desa dan aparatur desa. Menurut peraturan Desa Biyuku tahun nomor 15 tahun 2019  susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Biyuku, susunan organisasi Pemerintah Desa Biyuku terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) kepala seksi, 3 (tiga) kepala urusan ,dan 2 (Dua) kepala Dusun dengan total perangkat desa sebanyak 10 orang. Identifikasi masalah dari hal ini yaitu: 1.Tingkat kedisiplinan perangkat desa masih belum sesuai aturan 2. Tupoksi perangkat desa belum dilaksanakan sesuai dengan jabatan perangkat desa 3.kurangnya pemahaman dan kompetensi. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja aparatur Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Biyuku Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis agar mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik dibidang manajemen pelayanan publik, sedangkan secara praktis yaitu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainya agar mampu meningkatkan kinerja dalam pemberian pelayanan publik  kepada Masyarakat. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriftif. Pengelolaan data di lakukan berdasarkan perolehan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di desa biyuku kecamatan Suak Tapeh Kanbupaten Banyuasin provins Sumatera Selatan sebagai berikut :(1) .Kinerja perangkat desa biyuku ini sudah cukup baik ( 2). Responsivitas Perangkat Desa biyuku mengenai kebutuhan Masyarakat dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan keperluan yang di inginkan Masyarakat (3) Prosedur pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa biyuku masih terkendala atau kelemahan dalam hal responsibilitas dari perangkat desa biyuku yang menyangkut tentang waktu pelayanan dalam hal waktu kehadiran yang sering terlambat. (4) Faktor yang menghambat kinerja perangkat desa biyuku kurangnya  sumber daya manusia dalam hal etos kerja ,  ilmu pengetahuan yang kurang dan disiplin dalam hal kurang nya  tanggungjawaban dari perangkat desa.
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ABSTRACT

The village government is the organizer of government affair and the interests of the local communitycarried out by the village head and village apparatus at the village level. The village government is part of the government is part of the government system of the unitary state of the republic of Indonesia. The village government is also the most importan part of providing services for the community organized by the village apparatus as the most important element in the village government whell. While the implementation of the village Government is supported by the optimal performance of village official so that the implementation of the village government can be carried out optimally.village government implementation activities in the biyuku village office are organized by the village head and village apparatus according to the village regulation number 15 of 2019 the organizational structure and work procedures of the biyuku village government, the biyuku village government organizational structure consists of the village head , the village secretary,3 (three) section heads,3 (three) heads of affairs, 2 (two ) hamlet heads with a total of 10 village officials. Identification of the problem of this, namely : 1. The level of discipiline of the village apparatus is still not in accordance with rules 2. Tupoksi desabelum devinces are carried out in accordance with the position of village apparatus 3. Lack of understanding and competence The purpose of this study is to describe and analyze the performance of the village apparatus in the management of village funds in biyuku village, suak tapeh district, Banyuasin Regency, Sout Sumatera Selatan province. This research is theoretically eseful in order to be able to contribute knowledge, especially public administration in the field of public service management, while practically as input for other interested parties to be able to improve performance inproviding public services to the community. The method used is a qualitative research method with descriptive analysis. Data management is carried out based on the acquisition of data through observastion interviews, documentation , and drawing onclusions . the results of this study show that based on the result of the study and discussions that has been conducted regarding the performance of the village apparatus in the management of village funds in biyuku village, suak tapeh district, banyuasin regency, south Sumatera Province as Follows : (1). The performance of the biyuku village apparatus regarding the needs of the communyti in providing services is good enough. (2) Responsiveness of the biyuku village apparatus regarding the needs of the community in proiding services is good enough and is in accordance with the needs of the community (3) Service prosedures provided by the biyuku village apparatus concerning the time of service in terms of attendance that is often late (4) Factors that hamper the performance of biyuku village apparatus lack of human resources in terms of lack of responsibility from village officials.
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PENDAHULUAN
Perangkat desa memiliki peran yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Berdasarkan Kemendagri No.83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang kemudian disempurnakan melalui permendagri No.67 tahun 2017,  perangkat desa dijelaskan sebagai bagian dari staf yang membantu kepala desa dalam merumuskan kebijakan serta melakukan koordinasi melalui sekratariat desa dan juga sebagai pelaksana teknis serta unsur kewilayahan yang mendukung tugas-tugas kepala desa. Pemerintahan desa sendiri terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang berfungsi sebagai aparat pemerintah desa.

 Kulitas sumber daya manusia (SDM) pegawai dalam organisasi sektor publik memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat. Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang professional dan memiliki potensi, karena merekalah yang menjadi kekuatan pendorong utama dalam menjalankan seluruh aktivitas organisasi. Upaya organisasi dalam meningkatkan produktivitas, pelayanan,dan kualitas tersermin dari kinerja organisasinya, yang mana kinerja pegawai menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kinerja dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. 
Kinerja pegawai berperan penting dalam menentukan sejauh mana kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan setiap pegawai sebagai dasar untuk melakukan perbaikan serta meningkatkan kualitas kerja. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan produtivitas dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa-atau yang disebut dengan nama lain-bersama perangkat desa yang berperan sebagai pelaksana pemerintahan desa. Aturan ini juga mengatur bahwa pendanaan pembangunan oleh pemerintah desa, mengikuti prinsip “uang mengikuti fungsi” artinya pendanaan diberikan setelah penetapan tugas dan wewenang masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam konteks ini, mekanisme transfer dana menjadi krusial untuk memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan publik.

Desa Biyuku merupakan salah satu desa yang ada  di kecamatan suak tapeh ,kabupaten banyuasin dengan  luas wilayah 1.505,Ha pada tahun 1985-1993 Imron Rosadi , beliaulah yang menjadikan dusun biyuku menjadi desa Definitif untuk pertama kalinya, beliau mengalahkan kriye Nawawi Solihin di Pilkades 1985 awal di masa pemerintahan beliau memiliki suatu pemikiran yang sangat maju , sehingga Perusahaan dan banyaknya pendatang yang masuk ke dalam desa biyuku , Pembangunan mulai di lakukan pada saat itu beliau menjadi pelopor pendiri masjid Bakti dan Balai Desa untuk berkumpul dan rapatnya pemerintahan dalam memutuskan suatu usulan Masyarakat di desa biyuku dibantu oleh para tokoh Masyarakat pada saat itu, Jalan , Bom Pangkalan Mandi , Sumur Umum , dan memiliki Pelabuhan umum untuk Interaksi Komunikasi Perjalanan Air . dengan jumlah uang bantuan pemerintah selama 1 periode Rp. 12.500.000,-.. 
Dari hasil identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitia ini sebagai berikut :

1. Tingkat kedisiplinan Perangkat Desa masih belum sesuai aturan
2. Tupoksi perangkat desa belum dilaksanakan sesuai dengan Jabatan  perangkat desa.

3. Kurangnya pemahaman dan kompetensi.
TINJAUAN PUSTAKAA
Kinerjaa
Secara etimologis, istilah kinerja dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “ kerja” yang merupakan terjemahan dari istilah asing "prestasi", dan dapat dimaknai sebagai hasil dari suati pekerjaan sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.com).
Indikator Kinerja
Agus Dwi yanto  dalam bukunya yang berjudul Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik menguraikan cara-cara mengukur kinerja birokrasi publik dengan menggunakan indikator yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance  Penjelasan lebih rinci  disampaikan sebagai berikut :

a. Produktivitas ; Konsep produktivitas tidak semata-mata menilai efisiensi, tetapi juga mencakup seberapa efektif suatu pelayanan dijalankan. Secara umum produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Namun pandangan ini dianggap terlalu terbatas, sehingga General Accounting Office (GAO) berupaya memperluas definisi tersebut dengan mengembangkan ukuran produktivitas yang lebih komprehensif, yakni dengan mempertimbangkan sejauh mana pelayanan publik mampu mencapai hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator utama kinerja.
b. Kualitas Layanan ; Meningkatnya perhatian terhadap kualitas layanan dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi publik.
c.  Responsivitas; Responsivitas adalah   kapasitas sebuah organisasi untuk memahami kebutuhan masyarakat, Merancang agenda serta prioritas layanan dan mengembangkan program pelayanan publik yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
d. Responsibilitas ; Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan aktifitas dalam organisasi publik sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang tepat dan sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena itu, Responsibilitas terkadang dapat bertentangan dengan responsivitas

e.  Akuntabilitas ; Akuntabilitas Publik menggambarkan sejauh mana kebijakan dan aktivitas suatu organisasi publik berada di bawah pengawasan pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat. Asumsinya adalah bahwa pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, secara otomatis akan mewakili kepentingan masyarakat. ( Agus Dwi Yanto 2006 : 50 )
METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan  metode pendekatan kualitatif untuk menentukan langkah-langkah dalam mencari, mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data penelitian. Metode kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai cara penelitian yang memberikan gambaran mendetail tentang individu atau kelompok tertentu terkait kondisi dan fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, bukan angka. 

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variable atau suatu informasi ilmiah yang mau membantu penelitian yang lain yang ingin menggunakan variabel yang sama (Singarimbun dan Effendi, 1995: 46). Merujuk pada penjelasan yang membuat variabel-variabel yang sedang dianalisis dapat berfungsi secara praktis terkait dengan cara mengukur variabel-variabel tersebut. (Teori Agus Dwi Yanto (2066-50)

1. Produktivitass
a. Kuantitass
b. Kualitas Kerjaa
c. Ketepatan Waktuu
d. Efisiensii
e. Efektivitass
2. Kualitas Layanann
a. Keandalann
b. Daya Tanggapp
c. Responsivenesss
d. Jaminann
e. Empatii
f. Bukti Fisikk
3. Responsivitas
a. Kemampuan Merespon Masyarakat
b. Kecepatan Pelayanan
c. Ketepatan Pelayanan

d. Kecermatan Layanan

e. Ketepatan Waktu Pelayanan

f. Kemampuan Menanggapi Keluhann
4. Responsibilitas
a. Pemahaman Terhadap Tanggung Jawab

b. Keberadaan Wewenang Sesuai Tanggung Jawab

c. Evaluasi Kinerja

d. Tindakan Yang Tepat dan Akurat

e. Komitmen Untuk Memenuhi Tanggung Jawab

5. Akuntabilitas

a. Kesesuaian Dengan Standar Prosedur

b. Saksi Terkait Kesalahan Atau Kelalaiann
c. Output dan Outcome Yang Terukurr
d. Afektifitas Efisiensi, dan Ekonomis

e. Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Pada penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriftif yaitu dengan menyajikan, mengelola, menjelaskan serta menafsirkan hasil penelitian dalam bentuk kalimat sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara ke dalam bagian pembahasan dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan mengaitkan teori-teori serta data yang diperoleh dengan wawancara yang dilakukan bersama informan di desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANN
1. Produktivitas
Adapun kinerja aparatur Desa Biyuku dalam pengelolaan dana desa di biyuku kecamtan suak tapeh dalam melaksanakan tugasnya di nilai sudah  optimal dalam menjalankan tugasnya ,yang mana sesuai keterangan dari Masyarakat bahwa puas dengan pelayanan aparatur desa sesuai kebutuhan Masyarakat.

Keberhasilan kinerja dari perangkat desa secara kualitas ataupun kuantitas memang sangat memerlukan keseriusan dan selalu perhatian dari perangkat des aitu sendiri . untuk lebih dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan tersebut maka diperlukan adanya penunjang keberhasilan organisasi atau Lembaga tertentu


Menurut Agus Dwiyanto (2006:50) Kinerja perangkat desa dievaluasi melalui tingkat produktivitas, mutu layanan, kemampuan merespons kebutuhan masyarakat, tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta akuntabilitas dan pencapaian kerja di desa Biyuku Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dinilai sudah lumayan optimal dan baik.

2. Kualitas Layanan
Yang mana menjalankan pelayanan terhadap Masyarakat aparatur desa cepat dan tepat  segera di respon dan aparatur desa mengerti Dimana saat masyarakatny membutuhkan aparatur desa kebutuhan Masyarakat . untuk memperoleh pelayanan yang sederhana seperti Masyarakat di hadapkan hal yg mudah oleh aparatur desa seperti penggurusan surat keterangan yang tidak berbelit-belit.dan pengelolaan dana desa yang secara transparan, akuntabel.

Pelayanan dikantor desa kecamtan suak tapeh kabupaten banyuasin ini sudah maksimal karena dalam melakukan kinerja aparatur desa 

Dan sedikit kurangnya yang kurang maksimal kurangnya  tanggung jawab dan disiplin waktu saat bekerja sehingga pelayanan yg diberikan masih ada yg kurang maksimal dalam segi ketepatan waktu saat kehadiran ke kantor desa.

3. Responsivitass
Responsivitas mencerminkan kesadaran akan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat. Menyusun agenda serta prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dalam hal ini responsivitas sangat dibutuhkan untuk mengenali pelayanan yang diberikan didasarkan pada kepekaan terhadap beragam kebutuhan masyarakat 


Sesuai dengan hasil pengamatan di kantor desa biyuku tidak ditemukan nya keluhan dari Masyarakat terhadap pelayanan dari perangkat desa biyuku bahwa beberapa keluhan apapun alhamdulillah cepat dan tepat di respon sesuai kebutuhan Masyarakat. Mengenai kebutuhan Masyarakat aparatur desa sangat perduli memberikan respon  yang cepat serta sikap yang ramah dan bersahaja .
4. Responsibilitas
Responsibilitas merupakan pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan serta disertai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya. Dalam konteka ini, perangkat desa memiliki kewajiban untuk mrnjalankan pekerjaannya berdasarkan prosedur, tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing


Pelayanan di kantor desa biyuku kecamatan suak tapeh kabupaten banyuasin ini sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing denga jabatan pegawai desa. Selain itu dalam hal melakukan pelayanan Masyarakat juga sudah sesuai dengan prosedur dari pemerintah , 


Prosedur yang diberikan oleh perangkat desa biyuku kecamatan suak tapeh kabupaten banyuasin sudah berjalan dengan baikdan sudah sesuai dengan tugas serta fungsi dari pegawainya. Namun masih ditemukan beberapa kendala terkait responsibilitas aparat desa Biyuku, khususnya dalam hal ketepatan waktu pelayanan dan kedisiplinan kerja. Hal ini diketahui secara langsung oleh peneliti saat melakukan observasi di kantor desa, di mana sejumlah perangkat desa sering datang  terlambat.
5. Akuntabilitas
Akuntablitas adalah bagaimana aparatur desa menjalankan tugasnya dengan mempertanggung jawabkan Tindakan dan Keputusan mereka kepada publik dalam hal pemangku kepentingan terkait . hal ini meliputi:  pemahamn tentang proses perencanaan ,pelaksanaan, pelaporan , dan pertanggung jawaban ,serta bagaimana akuntabilitas itu bisa berdampak efektivitas dan efisien pada pelayanan publik.Dalam hal elaborasinya 
Akuntabilitas juga akan mendorong aparatur desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.dan meningkatkan kulitas layanan publik
Dari hasil penelitian  bagaimana terjadi dilapangan termaksud tantangan dn peluang yang dihadapi oleh aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Aparatur desa telah semua aparatur desa telah bertanggung jawab memberikan pengelolaan dana desa yang optimal dilakukan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang sejalan dengan arah kebijakan  serta strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten. Standarisasi pelaksanaan kegiatan ditetapkan melalui proses yang berlangsung di lapangan sebagaimana tercantum dalam  APBDesa dan mengacu pada RAB yang telah disusun. 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di desa biyuku kecamatan Suak Tapeh Kanbupaten Banyuasin provins Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Kinerja perangkat desa biyuku ini sudah cukup baik

2. Responsivitas Perangkat Desa biyuku mengenai kebutuhan Masyarakat dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan keperluan yang di inginkan Masyarakat

3.  Prosedur pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa biyuku masih terkendala atau kelemahan dalam hal responsibilitas dari perangkat desa biyuku yang menyangkut tentang waktu pelayanan dalam hal waktu kehadiran yang sering terlambat. 

4. Faktor yang menghambat kinerja perangkat desa biyuku kurang sumber daya manusia dalam hal etos kerja ,  ilmu pengetahuan yang kurang dan disiplin serta ketanggungjawaban.
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